BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR S5 TAHUN 2020
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

RSU KOL. ABUNDJANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Tan{
Layanan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati dan
disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

b. bahwa untuk dapat memberlakukan Peraturan Bupati

tentang tarif layanan, perlu mencabut Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan RSU Kol. Abunjani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf' b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Keschatan RSU Kol. Abunjani.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi ~ Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat 11 Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
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1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo,

'

Kabupaten Muaro Jambi dan K

wabupaten Tanjun

iR Ji

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia T

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1000
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

6.

C
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13.

14,

17.

-
Nomor 23

Tahun 20]4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
5

587) schagaiman:

Negara Republik Indonesia Nomor
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1213);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan

dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RSU KOL. ABUNDJANL
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Pasal |

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanaan Kesehatan RSU Kol
Abunjani (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2011 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam  Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23- q-— 2020

BUPATI MERANGIN,

AL HARi{\ =

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 14,.

q - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERA UPATEN MERANGIN,

—

HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
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